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PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
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TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 

Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi 

Tenggara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoncsia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rcpubiik Indonesia Nomor 4286) 

scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang pcnetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman 

Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 
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4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmcrintahan Dacrah (Lcmbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pcngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kcrja menjadi Undang-Undang (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 

Nomor 6778); 

7. Peraturan Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrul Pada Pcmerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1425); 

9. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaar 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolae 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 1); 
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I 1 .  Peraturan Dacrah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2022 tcntang Anggaran 

Menetapkan 

Pcndapatan dan Bclanja Dacrah Tahun Anggaran 2022 (Lcmbaran Dacrah Provinsi Sulawesi 

Tenggara Tahun 2022 Nomor 9); 

12. Peraturan Dacrah Provinsi Sulawesi Tcnggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lcmbaran Dacrah Provinsi 

Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Nomor 4); 

J 3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2023 ten tang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2022 (Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 8); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas: 

a. Pendapatan 

I. Pendapatan Asli Daerah 

2. Pendapatan Transfer 

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Rp. 1.419.667.152.161,09 

Rp. 2.942.886.891.423,00 

Rp. 98.932.714.356,00 

Rp. 4.497.953.162.940,09 
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b. Bel anjn 

1. Belanja Operasi 

) Belanja Pegawai Rp. 1 .549,812.011 .816,00 

b) Belanja Barang dan Jasa Rp. 939.037.070.368,00 

c) Belanja Bunga Rp. 50.724.644.713,00 

d) Belanja Hibah Rp. 139.639.044.048,00 

e) Belanja Bantuan Sosial Rp. 13.908.750.000,00 

Rp. 2.693.121.520.974,00 

2. Belanja Modal 

a) Belanja Modal Tanah Rp. 16.028.077.002,00 

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. JO 1.517.985.503,00 

c) 
Belanja Modal Bangunan dan Rp. 584.374.195.137,00 
Gedung 

d) 
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Rp. 679.027.941.541,00 
Jaringan 

c) Belanja Modal Aset Tctap Lainnya Rp. 19.034.455.560,00 

Rp. 1.599.982.654.743,00 

C. Belanja Tidak Terduga 

a) Belanja Tak Terduga Rp. 56.532.093,00 

Rp. 56.532.093,00 

d. Belanja Transfer 

a) Belanja Bagi Hasil Pajak Rp. 535.311.259.273,00 

b) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 34.056.608.939,00 Rp. 569.369.868.212,00 

Jumlah Belanja Rp. 4.862.530.576.022,00 

Surplus/(Defisit) Rp. (364.577.413.081,91) 

3. Pembiayaan 

I. Penerimaan Rp. l.293.103.189.002,29 
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Rp. 48.656.923.392,00 

Jumlah Pembiayann Netto Rp. 1.244.446.265.601,29 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 879.868.852.528,38 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubcrnur ini. 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kc 

dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran ll yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 4 

( 1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pend a pa tan dan Belanja Daerah dilaksanakan oleh 

Gubemur Periode 2018-2023. 

(2)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Penjabat Gubemur. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Dokumen Pertanggungijawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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Pasal 5 

Peraturan Pj. Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal t0 -   

SI TENGGARA, 

Komjen P . (P) Dr.(H.C.) ANDAP BUD HI REVIANTO, S.I.K.,M.H 

Diundangkan di Kendari pada tanggal 
2023 

SEKRETARI DAERAH 
PROVINS! S LAWES! TENGGARA, 

Drs. ASRUN LIO, M.Hum.Ph.D 

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 


